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PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 116 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA 
PUSAT PELATIHAN KER.JA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Pecaturan Daorah 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasl Perangkat Daerah dan Pasal 42 

Peraturan Gubermur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi, perdu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Pusat 
Pelatihan Kar]a Deerah; 

kMengingat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tatun 1999 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2O04 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan Daerah, 
sebagalmana telah boberapa kal! diubah, terakhir denan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tatun 2007 tentang Peerintahen Provinsi 
Deerah Khusus lbukota Jakarta sobagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

8. Peraturan Pemerintah Nomr 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

g. Peraturan emerintah Noror 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Mi#k Negara/Daerah sebagaimane tolah diubah dengan 
Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2008; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemorintah, Pemerintahan Daerah Provins! dan Pomerintahan Daersh Kabupater/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 
14, Praturan Menteri Dalarn Nagent Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sobagaimana telah diubah 
dengan Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

15. Poraturan Menteri Dalam Negerf Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

18. Poraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasl Perangkat 
Daerah 

17. Pereturan Gubernur Nomor 119 Tatun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dines Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

MEMUTUSKAN: 

Monetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASL 
DAN TATA KER.JA PUSAT PELATIHAN KER.JA DAERAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam Peraturan Guberur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusug lbukota Jakarta 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur den Perangkst Daerah sebagel 
unsur penyelenggara pemerintahan daerat 

3. Gubernur adalah Kapala Daerah Provins Deerah Khu8us Ibukota Jakarta. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsl Darah Khusus lbukota Jakarta 

5. lnspektorat adalah inspektorat Provinsi Deerah Khusus lbukotg Jakarta. 
6. Badan Pongelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta 
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepagawalan Daorah Provinsl Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Biro Organisasl dan Tatalaksana adalah Biro Organlsasi dan Tatalaksans Sekretariat Daerah. 
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl adalah Dinas Tenaga Kerja den 

Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 
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10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

11. Fusat Pelatihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Pusat Pelatihan Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl. 

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah. 

BAB N 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelatihan Kerja Daerah. 

(2) Pusat Pelatihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dart; 

a. PPKD Jakarta Fusat, 
b. PPKD Jakarta Barat; 
c. PPKD Jakarta Utara; 
d. PPKD Jakarta Timur; dan 
e. PPKD Jakarta Selatan. 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pesal 3 

(1) PPKD merupakan Unit Polaksana Teknls Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dalarmn pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan 
kerja. 

(2) PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya berkedudukan di bewah den bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 
(1) PD mempunyai tugas mnelaks.anakan pelathan kah.lien dan keterare 

korja. 

(2) Khusus PPKD Jakarta Timur, di samping molaksanakan tugas sebagalmane 
dirnaksud pada ayet (1)juga melaksanakan tugas pelatihan ketransmigrasian, 

(3) Untuk monyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD mempunyai fungsi; 

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokuman 
Pelaksanaan Anggaran (DPA,) PPKD; 

b. pelaksanaan Dokumon Pelaksanaan Anggaran (DPA) PKD 
c. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja; 
d. penyusunan program, kurikulurn dan sllabus pelatihan kerg; 



e. pelaksanaan pelatihan kerja; 
f. pengelolaan fasiitas tempat dan peralatan pelatihan kerja; 
g. pelaksanaan sistem informasi pelatihan kerja; 
h. penyebariuasan informasi pelatihan kerja kepada masyarakat atau 

pencani kerja 
l pemasaran program dan lulusan; 
j pendataan kesempatan kerja, 
k. ponginformaslan kesempatan kerja kepada lulusan; 
l. perantauan Aulusan; 
mn. pelaksanaan jasa pelaryanan pelalithan kerja dan jasa pemanfaatan 

prasarana dan sarana pelatihan kerja, 
n. pelaksanaan korja sama pelatihan kerja, pemasaran program dan 

luburs.an pelatthan kerja, 
0. pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja; 
p. pengellaan teknologi informasi PKD; 
q. polaksanaan publikasl kegiatn PPKD; 
r, pengololaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
s. pelaksanaan kogiatan kerurmahtanggaan dan ketatausahaan; 
t. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl yang 

terkait dengan pelaksanaan tugas dan tungsi PKD; dan 
u. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungel 

9pp. 

BAB IV 

ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasl 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi PPKD terdirni dari : 

a. Kopala Pusat; 
b Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pelatihan; 
d. Seksi Pemasaran; dan 
e. Subkelormnpok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organlsasi PPKD sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Gubernur ini 

Bagian Kedua 

Kepala Pusat 

Pasal 6 

Kepala Pusat mempunyal tug88: 

a. memimpin dan mengoordinasika pelakcsanaan tugas dan fungi PPKD 
sobagaimana dimnaksud delamn Pasal 4; 

b. mengoodinaslkan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok 
Jabatan Fungslonal; 

• 
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c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansl Femorirtah¥ 
swasta terkait, dalar rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD; dan 

d. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
PPKD. 

Bagian Ketiga 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan 
administrasi PpKD. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh s&orang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan brtanggung jawab kopada Kepala Pusat. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokurmen 
Pelaksanaan Anggaran (DA) PPKD &esuai dongan ingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DA) PPKD gesuai 
dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinaslkan penyusunan Rencana Ker]a dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (0PA) P9KDy 

d. menghimpun bahan dan mongoordinaslkan penyusunan rocane 
strategl PPKD; 

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksan8en 
Dokumen Petaksanaan Anggaran (DPA) 9eKD; 

f. melaksanakan pengelolaan kepegawalan, keuangan dan barang 
g melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan PPKD; 

h, melaksanakan perellharaan dan perawatan prasarana dan saran 

kera PPKD; 
l. melaksanakan kerja sama pelatihan kerja, pemasaran program dan 

lulusan pelatihan korjg; 
j. mengelola teknologi informasi P9KDy 
k. mernellhara kebergihan, keindathan, keamanan dan ketertiban kantor; 
l melaksanakan publikas! kegiatan PPKp; 
mn. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, klnerja, kegiatan dan akuntabilitas) PPKD; 
n. menyiapkan bahan laporan PKD yang terkalt dengan tugas Subbagian Tata Usaha; den 
o. melaporkan dan mempertanggungian pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Usaha. 

Bagian Keempat 

Seksi Pelatihan 

Pasal 8 

(1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja liri PPKD dalam pelaksanaan pelatihan kerja. 
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(2) Khusus Seksi Pelatihan PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan 
tugas sobagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas 
pelatihan ketransmigrasian. 

(3) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkodudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(4) Seksi Pelatihan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

b. molaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesual 
dengan ingkup tugasnya; 

c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja; 
d. menyusun program, kurtkulum dan sllabus pelatihan ker]a; 
e. melaksanakan pelatihan kerja; 
f. khusus Seksi Pelatihan PpKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan 

tugas sebagairmana dimaksud butir e pada ayat (4) juga melaksanakan 
tugas pelatihan ketransmigrasian. 

g. melaksanakan sister informasl pelalihan kerje; 
h. melasanakan penyobarluasan informnasi polatihan kerja kepada 

mas yarakat atau pencari kerja; 
i. menghimpun, mengolah, mernelihara, menyamnpailkan, mnengembangkan 

dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan kerja; 
j. menyiapkan bahan laporan KD dalam hal kegiatan pelatihan kerja; 

dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekel 
Pelatihan. 

(1) Seksi Pemasaran merupakan Satuan Kerja lini PPKD dalarm pelaksanaan 
pernasaran program dan lulusan, 

(2) Seksi Pomasaran dipimpin oleh s&orang Kepala Seksl yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) den Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD $esuai dengan ingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelakcsanaan Anggaran (DPA) PPKD 8eual 
dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kerja sama pemasaran lulusan; 
d. melaksanakan pemasaran program dan lulusan; 
e. melakukan pendataan keserpatan kerg; 
f. menginformasikan kesempatan kerja kepada lulusan; 
g. melakukan pernantauan lulusan; 
h. menyiapkan bahan taporan PPKD yang berkaitan dengan tugas Sekel Pemasaran; dan 
l. meiaporkan dan merpertanggungjn pelaksanaan tugas Seksl 

Pemasaran. 
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Bagian Keenam 

Subkelmpok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) PPKD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan F ungsional. 

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organ/sasi struktural PPKD. 

Pasal 11 
(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahliar/kompotensi Pejabat 

Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKD sebagal 
bagian dart Kolompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Korja dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. 

(2) Subkelmpok Jabatan Fungslonal sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) 
dipirpin oleh soorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Pusat. 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada 
ayat (2) dianglat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dan Pejabat 
Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsilonal sesuai 
eunggulan kompetensi (pengetahusn, keahian dan integritas) yang dirilikl 

(4) Ketentuan ebih lanjut mengenal Jabatan Fungsional PKD diatur 
dengan Peraturan Gubernur sebagai baglan dari pengaturan Jabatan Fungsional Dings Tenaga Korja dan Transmigrasi sesuai ketontuan 
peraturan perundang-ndangn, 

BAB V 

ESELON 

Pasal 12 
(1) Kepala Pusat sebagaimana diraksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

adalah Jabatan Struktural Eselon Illa. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon Iye. 

(3) Kepala Seksl eebagaimana dimnaksud dalam Pesal 8 ayat (3) dan Pasal 9 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Cselon IV a. 

BAB VM 

TATA KER.JA 
Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKD wajib taat dan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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(2) Kepala Pusst mongembangkan koordinasl dan kerja sama dengan 
Satan Kerja Ferangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah 
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintat/swasta terkaft, dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
PPKD. 

Pasal 14 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPKD wait melaksanakan tugas masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan sorta menerapkan 
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronlsasi, simplifikasi, akuntabilitas transparansi, efektivltgs dan eflsiensi 

Pasal 15 
(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 

Jabatan Fungsional pada PPKD wafib memimpin, mengoordinaslkan, 
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. 

(2) Kepala Pusat, Kopala Subbagian, Kepala Soksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungslonal dan pegawai pada PPKD wslit mengikuti dan 
meratuhi perintath kedinasan atasan masing-masing sosual ketentuan 
poraturan perundang-undann, 

Pasal 16 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompoke 
Jabatan Fungsional pada PKp wjib mengawasl dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambi langkah­ 
langkah yang diperdukan apablla menomukan adanya penyimpangan dany/atau indikasi penyimpangan. 

Pasal 17 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPKD wab menyampaikan 
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-mnasing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagairmana dimaksud pade ayat (1) 
enlndaklanjuli dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 
pengambllan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 18 
(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanaksn 

pembinaan kelembagaan, ketata la ksan an  dan pelaporan terhade 
ppK sebagai bagian dari perbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl; 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengerai pembin an kelembagaan, ketatalaksanaan 

dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengen 
Peraturan Gubernur. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

(1) Pegawai Negeri Sipi pada PKD merupakan Pegawai Neger1 Sip#l Daerah 

(2) Pengelola an  kepegawe l  n  sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, 

(3) Dalam pelaksanaan pongelolaan epeg@waian, PPKD mendapat 
pembinaan dani Sekrtaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah 
dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pemblnaan 
epegawaian Dinas Tenaga Ker]a dan Transmigrasi. 

BAB VIII 

KEUANGAN 

Pasal 20 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD dibebankan pada Anggaran 
endapatan dan Belanja Daerah 

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sosuai ketontuan peraturan perundang-undangan dl bidang keuangan 
negara/daerah 

Pasal 21 

(1) Pondapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PKD 
merupakan pendapatan daerah 

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dllaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
keuangan negara/daerah 

BAB IX 

ASET 
Pasal 22 

(1) Aset yang dipergunakan oleh PPKD Sebagal prasarana dan sarana kerja 
merupakan aset daerah dengan status kokayaan daerah yang tidak 
dipisahkan. 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual ketentuan peraturan 

' 
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perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketontuan 
peraturan perundang-undan di bldang pengeolaan barang miik negeral 
daerah 

Pasal 23 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, 
hibah dan bantuan dari pihak keliga kepada PKD dalam rangka 
melaksanakan tugas dan tungsinya merupakan penenimaan barang 
daerah. 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) se9era 
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada 
Gubermur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagal Bendahara 
Umum Daerah untuk dicatat dan dibuluk.an sebagai aset daerah 

8AB X 

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA 

Pasal 24 

(1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbaglan Tata Usaha, 
1 (satu) orang Kopala Seksi Pelatihan dan 1 (satu) orang Kepala Soksl 
Pemasaran sebagai bawahan langsung. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 
9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umur/Tertentu sebagai bawahan 
langsung. 

(3) Kepala Seksl Peletihan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 15 (lma belas) 
orang Pe]abat Fungsional Umur/ Tertentu sebagal bawahan langsung. 

(4) Kepala Seksi Pemasaran dlbantu sebanyak-banyaknya oleh 4 (empat) 
orang Pejabat Fungsional Umur/Tertentu sebagai bawahan langsung. 

(5) Rincian tormnasi jabatan sebagaimana diraksud pada ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) sebagairana torcantum dalam Lamplran Il Peraturan 
Gubernur ini. 

(6) Rincian formasi jabatan scbagaimana dimnaksud pada ayat (5) menjadi 
acuan pengafuan kebutuhan pegawi PKD. 

Pasal 25 

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimnaksud 
pada Pesal 24 sebagaimana tercantum dalamn Lampiran Ill Peraturan 
Gubernur ini. 

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimnana dimnaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pengadaan peralatan kere 9pKD, 

I 

I 

I 
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BAB XI 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 26 

(1) PPKD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, 
triwulan, bulanan darn/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) antara lain meliputi 
laporan: 

a, kobutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai, 
b. keuangan; 
c. kinorja; 
d. kebutuhan, kekurangan dan kelobihan barang atau prasarana dan 

sarana kerja; 
e. akuntabllitas; dan 
f. peaksanaan kogiatan. 

Pasal 27 

Dolsmn rangka akuntablilltag, PPKD mongembangkan sistem pengendalian 
internal sobagai bagian dad sistem pengendalian internal Dines Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. 

BAB XI 

pENGAWASAN 

Pasal 28 

Pengawasan terhadap PPKD dilaksanakan oleh; 

a. Lembaga negara yang memnpunryal tugas mereriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan nogara; 

b. Aparal porneriksa internal pemerintath; dan 
c. inspehtorat. 

BAB XN 

KETENTUAN PENUTUP 

Passl 29 

Pada saat Peraturan Gubernur ini molal bedaku, Kepulusan Gubernur Nomor 
16 Thun 2002 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak 
berdaku. 
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Pasal 30 

Persturan Guberur int mulai bedlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daersh Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juni 2010 

DAERAH KHU'SUS 
TA JAKARTA, 

0 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Juni 2010 

SEKRETA#IS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

<.z= 
NIP 050012362 

BERTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR I?~ 

r 



• 

Lampiran I eraturan Gubemnur Provinsi Daerah Khu6us 

lbbukota Jakarta 

Nomor 116 TAHU 2010 
Tanggl 14 uni 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

PUSAT PELATHAN KER.JA DAERAH 

KEPALA PUAT 

I 
• 

$UBAGDAN 

TATA USAA 

I I 

SEKSI $EKSI 

EL ATAN PEMASARAN 

$uBKEL OP OK 
ATAN FUNG SIONAL 

GUBERNUR PROVINS! DAE RAH KHU'SUS 

IUK( 'TA JAKARTA. 



Lampiran ll ; Feraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 116 TAU 201G 

Tanggal 14 Juni 2010 

FORMASI JABA TAN PADA PUSAT PELATHAN KER.JA DAERA 

2 

. 

NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUML AH Kepala Pusat - S1Humaniora 
ta 1 - Dikdat Keperimnpinan Tk IL 

I - Diktat Manajemen 
Perkantoran 

- Diklat Manajeren 
Keuangan 

- Dlat Pengadaan Barang 
dan Jas 

- Diklat Teknis 
Ketonagakerjaan 

.. 

Jurriah 
f Kepala Subbagian Tata - St Humaniora IV/a 1 Usaha 

- Diklat Kepemimpinan TI 
•  Diklat Administrasi 

Perkantoran 
- Diidat Administrasi 

epegawaian 
. Diktat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
. Diktat Pengadean Barang 

dan Jasa 
. DiMat Tekenie 

Ketenagakerjaan 
Tengadministrasi Urumn . D ill Administrasi 

2 
. Diklat Administrasi 

Perkantoran 
- Dikdet Satrinkeal/ Kea.sipan 
- Diktat Komputer 

Tpen&rs Roma Tangg~ 
- DI Administrasi 

2 
- Diklat Bendahara Barang 
- Diklat Kornputer 
. Diklat Pengadaan Barang 

dan Jasa 
. 

Pengelola Keuangan - S1EkonomitManajem 1 
Akuntansi 

- Diklat Administrasi 
Keuangan 

- Diklet Perencanaan 
. 

- Dilat Korhputer 
. 

I .... 
NO 

I 
1 

' 



• 

• 

2 

. 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESEL ON JUMLAH 
. 

Bendahara Pengeluaran - DI Akntansi 1  

embantu - Didst Bendaharawan 
• Diktat Komputer 

Pembantu Bendahara - DI Auntansi f  

-  Diktat Bendaharawan 
- Diklat Komputer 

Pengadministrasi - Di Akutansi f  

Keuangan - Dilat Bendaharawan 
- Diktat Komputer 

Caraka - SMASederajat 1 

- Dikdat Arsipatis 

Jumnlah 10 

3 Kepala Seksi Pelatihan - S1Humaniora rvIa f 

- Dildat Kepermimpinan Tk IV 
- Diktat Teknis 

Ketenagal.erjaa 

Pengadministrasi Peserta . 0I Administrasi 2 

Pelatihan - Diidat Komputer 
Dilat Administrasi 
Perkantoran 

Koordinator Instruktur DI Administrasi f 

- Dildat Korputer 
- Diklat Teknis 

Kotenagakerjaan 

Petugas penyedia - pit Administrasi 8 
perlengkapan elatihan - Didat Tekmis 

Ketonagakerjagn 

Instruktur - DH Sesuai Kualifkasi 4 

- Diklat Fungsional Bidang 
Pelatihan dan 

Pembelajaran 
- Diktat Teknis 

l Ketenagekerjaan 

Jumlah 16 

4. Kepala gi Pemasaran . St Hurnaniore Ivie 1 
- Diddat Keperimnpinan I IV 

- Dikdat Teknis 
Ketenagakerjaan 

' 
I 
I 

I 
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NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Pengolah Data Alumni - Di Administrasi 4 

- Diktat Komputer 

Pengolah Data Mitra Kerja - Di Administrasi 1 

- Diktat Komputer 

Petugas Pemnasaran - $1Ekonomi 2 

- Diktat Komputer 

- Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 5 

Total 32 

i 
' 

I 

! 

I 

I 
F/UZI 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
TA JAKARTA 



• 

Lamnpiran If Peraturan Gubermur Provinsi Daerah Khu6u8 
lbukota Jakarta 

Nomor 116 TAHUN 2010 
Tanggal 14 Jni 2010 

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PELATIHAN KER.JA DAERAH 

- 

NO Nara Jabatan rt e Jumlah 

I Ke la Pus.at Minibus f unit 

!:z 
f unit 

pnote f 
. 

unit 
-- 

T f buah 
-- 

-- 
White Board f bual 

f II Ke la Sub in Tata Ueaha Notebook unit 1 . 

r· 
punter 1 unit 
T f buah 

-·· 

h {55± 1 buah 

1 buah 
·-- 

·- 
1 p nistrati Umumn 

z 
2 unit 

- 
2 unit 

T 2 buah 

i 
1 unit 

. .  

'  
Kabinet  2  buah  •.. 

•-- 
Mesin Absensi 1 unit 

. .  

- 

.  - 
Mesin Ketik 2 buah 

-- 2 Pengurus Rumen_Tan9ge Into0us f unit ,_ 

- 
screen 1 unit 

--· 
n9 Kabinet 2 buah 

I -• • - - [ ! 

+ 
p 1 unit 

' 
Printer 1 unit 

' 
Moen P Kertas f unit 

. .  

Mesin Hitun 1 unit 
·-· 

fa Kabinet f buah . 

. . 

z= 
4 Bendahara a.ran 1 unit 

1--· 

buah Pembantu 1 
1-- Mesin_Hitung 1 unit 
e . . 

1 buah 
' ' 

Brank.as ' . .  --· 
1 buah T 

• - 

Fan f buah 
' 

I Kabinet 

t 
5 Pembantu Bendahara 

55 
f buah 

. 
1 unit 

Kabinet 1 buah 
··- .. 
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NO Nanna Jabatan Peralatan Koria Jumah 

6 Pen mini 
. 

Kaiao 
f unit 

1 bush 

Mesin Hitu f unit 

Bran#as 1 buah 

F Kabinet 1 buah 
-· 

7 Caraka 

�= 
f unit 

1 buah 

Ill Kepala Seksi Pelatihan Komputet f unit 

Printer f unit 

T 1 buah 

EN Kabinet 1 buat 

; t Pengadministrasi Pes ta Komputer 2 unit 
Pelatihan 

printer 1 unit 

T f buah 

Filing Katinet 2 buah 

2 Koordinator Instruktur 
� 

1 unit 

f unit 

Vasa f buah 

1 buah 

Peralatan Kerja Teknis 

3 Petugas Penyedia Komputer 1 unit 
p an Pelatihan 

Printer f unit 

l 

re. 
1 buah 

1 bual 

l Peralatan Kerja Telknis 

4d hnstrukt.ur � 2 unit 

Printer 1 unit 

_Filing Kabiet 2 buah 

Peralatan_Kerja Tokis 

Iv Kopala Sokgi eras.aran Komputer f unit 

Printer 1 unit 

i 
f buah 

Kabinet f bush 

' 
I 
! 



• 

3 

NO Nama Jabatan perslatan Jurlah 

1 Pea@pa m 

% 2 unit 

2 unit 

Ir 
1 buah 

2 buah Kabinet 

P@a a n  Ker  T@ii 

2 p star Dana vi ken 
.E- 

1 unit 

1 unit 

Ea 
1 buah 

f buah 

Peralatan Tekhis 

er 3 Petugas Pemasaran 2 unit 

2 unit 

z% 
1 buah 

2 buah 

Peralatan Teknils 

GUBERNUR PROVINSI DAEAH KHUSUS 
IBUK('TA JAKARTA 

FA\JZ 

I 

! 


